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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui pengaruh pajak daerah, dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam (DBH Migas), dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah di Kota Langsa. Data yang digunakan adalah data jumlah penduduk dari tahun 2005 sampai dengan 2019 yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kota Langsa serta data dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam (DBH Migas) dan belanja daerah yang di peroleh dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Langsa dari tahun 2005 sampai dengan 2019. Metode analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini persamaan raegresi linier berganda, uji hipotesis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah uji parsial (uji t), uji simultan (uji F) dan koefisien determinan (R2). Hasil penelitian diperoleh Y = -48,192 + 0,001X1 + 0,024X2 + 6,237X3. Hasil uji t menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di Kota Langsa, hasil uji t menunjukkan bahwa dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam (DBH Migas) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Langsa, dan hasil uji t menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Langsa. Hasil uji F menunjukkan pajak daerah, dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam (DBH Migas) dan jumlah penduduk berpengaruh simultan terhadap belanja daerah di Kota Langsa serta nilai Koefisien determinansi (R2) diperoleh sebesar 0,885 atau sebesar 88,5% yang dipengaruhi oleh pajak daerah, dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam (DBH Migas) dan jumlah penduduk, sedangkan sisanya 11,5 % yang dipengaruhi oleh variabel yang  tidak termasuk dalam penelitian ini.
Kata Kunci : Pajak Daerah, DBH Migas, Jumlah Penduduk, Belanja Daerah
Pendahuluan

Undang-Undang (UU) No.32 tahun 2004 tentang penerimaan pendapatan yang diperoleh dari pemerintah pusat dan diberikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan agar daerah yang bersangkutan memiliki otonomi dan mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam UU No.32 tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Penetapan kewenangan suatu daerah agar daerah tersebut dapat mendalami potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan dapat menghasilkan pendapatan daerah untuk pembangunan daerahnya yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transferan dari pemerintah pusat yang jumlah anggarannya besar dan meningkat dari tahun ke tahun pada belanja daerah, belanja daerah yang dikenal sebagai instrumen pembiayaan daerah dalam bentuk program-program pemerintah melalui pembelanjaan yang menjadi prioritas daerah tersebut. Semakin besar anggaran belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut melalui program-program pemerintah daerah tersebut.


Program pemerintah yang telah ditargetkan tidak sesuai dengan realisasi anggaran belanja daerah pada setiap kota maupun kabupaten di Indonesia. Tidak terjadi keseimbangan anggaran pada target maupun realisasi tersebut yang menyebabkan ada sisa anggaran yang tidak terealisasi, Kota Langsa yang termasuk dalam provinsi aceh tidak luput dari keseimbangan antara target maupun realisasi, pada tahun 2015 target belanja daerah Kota Langsa adalahRp818.157.958.122 dan realisasinya Rp788.891.524.132 yang menyebabkan ada sisa anggaran sebesar Rp29.266.433.989. (http://serambinews.com)
Pemerintah Kota Langsa mengalami permasalahan dalam meningkatnya target anggaran belanja daerah yang sangat signifikan dari tahun ketahun. Seharusnya dapat menjadi tolak ukur agar pemerintah dapat meningkatkan programnya melalui pembelanjaan daerah, namun pada hakikatnya pemerintah Kota Langsa belum berhasil menghabiskan anggaran belanja daerah agar mencapai target. Namun peningkatan target belanja daerah di Kota Langsa tidak disertai dengan tercapainya realisasi di dalam belanja daerah, tidak tercapainya realisasi belanja daerah tersebut dikarenakan pemerintah Kota Langsa masih belum menyelesaikan program tersebut, maka terjadi sisa anggaran didalam realisasinya yang menyebabkan tidak tercapainya target belanja daerah di Kota Langsa. Pendapatan belanja daerah Kota Langsa yang meningkat setiap tahunnya dilihat dari peningkatan target dan realisasi namun terjadi sisa anggaran sehingga tidak mencapai target tersebut yang dapat di lihat pada tabel 1.
Tabel 1 : Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Langsa Tahun 2015-2019
	Tahun
	Target Belanja Daerah (Rp)
	Realisasi Belanja

Daerah (Rp)
	Presentase (%)

	2019
	979.657.438.558
	957.341.807.638
	97.7%

	2018
	685.403.982.427
	684.400.976.309
	99.5%

	2017
	863.376.334.142
	857.396.435.182
	99.3%

	2016
	1.064.839.552.341
	984.060.051.478
	92.4%

	2015
	818.157.958.122
	788.891.524.132
	96.4%


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat target belanja daerah pada tahun 2015 sebesar Rp818.157.958.122 dengan realisasi Rp788.891.524.132, serta terjadi peningkatan pada tahun 2016 sebesar Rp1.064.839.552.341 dengan realisasi Rp984.060.051.478. kemudian ditahun berikutnya yaitu tahun 2017 sebesar Rp863.376.334.142 dengan realisasi sebesar Rp857.396.435.182. sedangkan ditahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar Rp685.403.982.4287dengan realisasi sebesar Rp684.400.976.309 dan Rp979.657.438.558 dengan realisasinya sebesar Rp957.341.807.638.

Tidak tercapainya realisasi belanja daerah tersebut dikarenakan pemerintah Kota Langsa masih belum menyelesaikan programnya, maka terjadi sisa anggaran didalam realisasinya yang menyebabkan tidak tercapainya target belanja daerah di Kota Langsa.Pengalokasian anggaran yang baik melalui program pemerintah yang efektif dan efisien yang menyebabkan tidak terjadinya sisa anggaran karena tidak habis dipakai pada tahun anggaran yang berdampak negatif pada kinerja aparat pemerintah Kota Langsa dalam menyelesaikan programnya. Menurut Syukriy  (2013), Sisa anggaran dalam APBD di Pemda kabupaten dan kota diharuskan bernilai 0 (nol) atau nihil (tanpa nilai rupiah). Artinya, tidak direncanakan terjadi selisih antara jumlah penerimaan dan jumlah pengeluaran daerah. Hal ini dimaknai sebagai anggaran berimbang balanced budget. Pada prinsipnya, kebijakan ini untuk mendorong Pemda kabupaten/kota untuk lebih bertanggungjawab terhadap penggunaan uang publik, sehingga sejalan dengan konsep value for money, yang mencakup ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.

Pajak daerah yang merupakan sumber dari pendapatan daerah berkaitan pada besarnya belanja daerah dikota Langsa.   Selain pajak daerah, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak dan Gas (DBH Migas) yang merupakan dana dari pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam minyak bumi dan gas alam dengan pemerintah pusat juga akan mempengaruhi besarnya belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk kemajuan daerah tersebut. Adapun yang menjadi asset suatu daerah ialah jumlah penduduk,dimana semakin besar jumlah penduduk disuatu daerah diharapkan dapat membantu pertumbuhan daerah tersebut bukan hanya akan menjadi beban pembangunan.Menurut Suparmoko (2002:55) Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah terbesar dan kemudian diikuti oleh retribusi daerah. Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukakan oleh perseorangan atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa imbalan secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dana bagi hasil minyak bumi dan gas berasal dari peneriman negara yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam, pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota maupun provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi pungutan pajak dan pungutan yang lainnya (Departemen Keuangan Republik Indonesia (2008:46).Selanjutnya, jumlah penduduk juga mempengaruhi belanja  daerah. Jumlah penduduk yang besar dalam suatu daerah dianggap sebagai aset modal bagi para perencana pembangunan, tetapi sekaligus sebagai beban pembangunan. Sebagai aset apabila dapat menambah kualitas serta ketermpilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi beban bagi penduduk yang bekerja secara efektif.

Tabel 2 : Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Migas dan Jumlah Penduduk 

di Kota Langsa Tahun 2015-2019

	Tahun
	Pajak Daerah (Rp)
	DBH Migas (Rp)
	Jumlah Penduduk

(Jiwa)

	2019
	12.802.000.000
	3.301.051.000
	173.438

	2018
	12.425.000.000
	2.447.812.000
	172.768

	2017
	10.535.000.000
	681.657.000
	171.574

	2016
	9.595.000.000
	1.654.394.000
	168.820

	2015
	8.540.000.000
	7.055.394.000
	165.890


Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah dan BPS kota langsa

Berdasarkan tabel 2,  dapat dilihat dari tahun 2015-2019 jumlah pajak yang diterima oleh daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2015 yaitu sebesar Rp8.540.000.000 hingga tahun 2019 mencapai nilai Rp12.802.000.000. diikuti pertumbuhan jumlah penduduk yang ada dikota Langsa yang mengalami peningkatan dari tahun 2015: 165.890 jiwa hingga mencapai 173.438 jiwa pada tahun 2019. Berbeda dengan pajak daerah dan jumlah penduduk dikota langsa yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, Dana Bagi Hasil Migas justru mengalami penurunan dari tahun 2015 yang mencapai nilai Rp7.055.394.000 menjadi Rp1.654.394.000 ditahun berikutnya. Ditahun 2016 Dana Bagi Hasil Migas dikota Langsa kembali mengalami penurunan dari Rp1.654.394.000 menjadi Rp681.657.000 ditahun 2017. Kemudian ditahun 2018 dan 2019 total Dana bagi Hasil migas dikota Langsa mulai mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebsar Rp2.447.812.000 dan Rp3.301.051.000.

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan smua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggran yang tidak akan diperoleh anggarannya kembali oleh daerah. MenurutHalim (2003:1145), belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah diatasnya. Menurut Halim (2012), belanja daerah merupakan suatu bentuk pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program daerah yang dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah tersebut dengan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri.Sumber anggaran dapat berasal dari pendapatan yang diterima oleh daerah itu sendiri maupun anggaran yang diterima dari pemerintah pusat yang akan dipergunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah tersebut. Pendapatan daerah itu bisa berupa pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lain yang sah menurut undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang penerimaan pemerintah daerah

Penyusunan belanja daerah adalah kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam melaksanakan penyusunan program-program dengan kebijakan pemerintah daerah dan prioritas belanja-belanja yang menjadi pedoman untuk daftar belanja-belanja daerah. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang terdapat dalam pasal 31 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anggaran belanja daerah dipergunakan untuk mendanai semua program-program yeng telah disetujui sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan urusan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah menurut kelompok belanja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negri No. 13/2006 terdiri atas: (1) Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksaan program-program dan kegiatan yang akan dilakukan pemerintah daerah. Belanja langsung pada umumnya dibagi menjadi belnja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal, dan belanja pemeliharaan, dan (2) Belanja Pegawai, yaitu  belanja pemerintah daerah untuk orang/personel yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktifitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai. (Halim 2004:70).

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-undang, dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung ditunjukan. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan masing-masing peraturan daerah dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembayran rumah tangga daerahnya.Sedangkan menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1976 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.34 tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yanag digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dari pengertian pajak daerah diatas maka dapat diartikan bahwa pemungutan pajak daerah merupakan wewenang daerah yang diatur dalam undang-undang tentang pokok-pokok pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah itu sendiri.

Ciri-ciri pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

a. Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah

b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang

c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang- undang atau peraturan hukumlainnya.

d. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah ialah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam (DBH Migas)

Dana Bagi Hasil sebagai salah satu komponen dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Daerah yang memiliki kekayaan alam dan penghasilan pajak akan memiliki penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya. Hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dialokasikan kepada daerah-daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dengan mengunakan prinsip by origin (daerah penghasil) serta melihat realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah selain yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Halim (2004), menyatakan bahwa peran pemerintah di dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator, karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sasaran dan tujuan kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah dalam rangka desentralisasi dapat diwujudkan dengan mengeluarkan belanja daerah dimana penerimaan dalan pengeluaran belanja dapat diterima dari Dana Bagi Hasil dan dikeluarkan dengan anggaran, alokasi dan proporsi yang tepat.

Salah satu Tambahan Dana Bagi Hasil dari pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut yaitu sumber daya alam Minyak Bumi dan Gas. Pengertian dari Dana Bagi Hasil Migas yaitu Dana bagi hasil minyak bumi dan gas berasal dari peneriman negara yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam, pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota maupun provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi pungutan pajak dan pungutan yang lainnya (Departemen Keuangan Republik Indonesia,2008:46).

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dana bagi hasil migas adalah satu istrumen dana perimbangan dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan daerah dapat menggunakannya bersama-sama dengan dana perimbangan lainnya untuk mendanai sebagian kewenangan yang Dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (money follow functions). Sedangkan pengertian DBH Migas menurut Pasal 1 ayat (15) Qanun Aceh No. 2 Tahun 2008 yaitu tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang menjadi bagian dari penerimaan Pemerintah Aceh.

Jumlah Penduduk

Menurut Akbar (2011) peningkatan jumlah penduduk sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi disuatu daerah. pertumbuhan penduduk adalah faktor utama awal pembangunan nasional, pertama penduduk merupakan sekumpulan orang yang mendiami sebuah wilayah yang menjadi subjek dan obyek bagi pemerintah dalam menyalurkan kebijakan maupun program-program pemerintah dalam melaksanakan pembangunan disuatu daerah. didalam GBHN mengemukakan dengan jelas bahwa penduduk yang mendiami sebuah wilayah adalah obyek dan subyek dalam pembangunan suatu daerah. penduduk yang dikatakan subyek bagi pembangunan oleh sebab itu penduduk tersebut harus mendapatkan sosialisasi dari pemerintah agar dapat menciptakan pergerakan pembangunan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerahnya yang dapat dikembangkan.

Pencapaian pemerintah dalam mensejahterakan penduduk tersebut disuatu daerah adalah pencapaian pembangunan yang dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan pula, pembangunan di suatu daerah harus dikembangkan dari tahun ketahun dengan menyesuaikan jumlah penduduk disuatu daerah agar penduduk tersebut dapat berpatisipasi dalam meningkatkan pembangunan di daerahnya. Sebaliknya, jika pembangunan suatu daerah sudah dikatakan berhasil apabila dapat mensejahterakan penduduk yang mendiami daerah tersebut dan apabila pemerintah belum memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segi pembangunan maka belum bisa mensejahterakan penduduk tersebut.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangat dipengaruhi oleh kondisi penduduk di daerah tersebut karena dalam melakukan proses pembangunan pemerintah harus melihat latar belakang dari daerah tersebut terlebih dahulu agar pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut dapat mensejahterakan peduduk yang mendiami daerah tersebut. Apabila jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika jumlah penduduk yang besar tidak diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai maka penduduk tersebut hanya sebagai beban pembangunan bagi pemerintah yang tidak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Belanja Daerah

Penelitian terdahulu mengenai pengaruh Pajak daerah terhadap Belanja Daerah telah dilakukan. Menurut Suparmoko (2002:55) Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah terbesar dan kemudian diikuti oleh retribusi daerah. Pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukakan oleh perseorangan atau badan kepada pemerintah (daerah) tanpa imbalan secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah (Rolan, 2009).

Pengaruh Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas (DBH Migas) Terhadap Belanja Daerah

Dana bagi hasil minyak bumi dan gas berasal dari peneriman negara yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam, pertambangan minyak bumi dari wilayah kabupaten/kota maupun provinsi yang bersangkutan setelah dikurangi pungutan pajak dan pungutan yang lainnya. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh DBH Migas terhadap belanja Daerah. Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah (Abdullah, 2016).

Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah

Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap belanja daerah, dikarenakan penduduk yang besar berpengaruh didalam belanja daerah sebagai modal pembangunan sekaligus sebagai beban pembangunan. Jika jumlah penduduk dikatakan sebagai aset apabila dapat meningkatkan dari segi kualitas, keahlian dan keterampilannya sehingga daapat meningkatkan produksi nasional, dan jika jumlah penduduk dikatakan sebagai beban, karena mutu dari jumlah penduduk tersebut rendah serta tidak mempunyai keahlian atau keterampilan, sehingga penduduk tersebut hanya bisa menjadi tanggungan penduduk yang mempunyai keahlian dan terampilan dalam bekerja (Juanaidi, 2012).

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ketahun akan berdampak semakin besarnya anggaran yang diperlukan pula, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sarana dan prasarana yang dapat di jadikan sebagai aset bagi daerah tersebut agar lebih baik setiap tahunnya (Hadi, 2011). Maka pertumbuhan penduduk disuatu daerah harus dapat dikendalikan, karena peningkatan penduduk suatu daerah akan meningkatkan belanja daerah.

Gambar 1
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Skema Kerangka Konseptual


Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1: Pajak Daerah, berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Langsa.

H2: Dana Bagi hasil Minyak Bumi dan Gas (DBH MIgas), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Langsa.

H3: Jumlah Penduduk, berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Langsa.

H4: Pajak daerah, Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) dan Jumlah penduduk, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Langsa

Metode Penelitian
Ruang Lingkup dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan melihat pengaruh pajak daerah, dana bagi hasil migas dan jumlah pemduduk sebagai variabel independen terhadap belanja daerah. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, terhitung dari bulan April 2020 sampai dengan September 2020. Lokasi penelitian ini tepatnya di kota Langsa.
Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan angka-angka (Sunyoto, 2012:3). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan data pendukung lainnya yang telah di publikasikan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Langsa.Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kota Langsa http://langsakota.bps.co,id dengan rentan waktu selama 10 (sepuluh) tahun yaitu tahun 2010-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu data yang berupa simbol angka atau bilangan.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah berupa total Belanja Derah dan jumlah penduduk yang sudah didokumentasikan yang diperoleh dari Badan Pengelolaan KeuanganDaerah (BPKD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa. Dari laporan realisasi daerah yang berupa jumlah Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam (DBH Migas) dan jumlah Pendapatan Daerah yaitu dari pendapatan Pajak Daerah, dari tahun 2010-2019 di Kota Langsa.

Metode Analisis Data

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda yang dipergunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas), dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja daerah di Kota Langsa. Model dari hubungan belanja daerah dengan variabel-variabel lainnya yang dapat disusun pada fungsi persamaan sebagai berikut (Sugiyono, 2011) :




Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3
Dimana :

Y
= 
Subjek dalam variabel dependent yang diprediksikan Belanja Daerah

a
= 
Konstanta (harga Y ketika harga X = 0)

b1, b2, b3   =

Koefisien regresi, yang menunjukkan peningkatan yang berbentuk angka ataupun penurunan nilai variabel dependent (terikat) yang berdasarkan 
pada variabel independent (bebas).

X1,X2,X3 
=
Subjek pada variabel independent yang mempunyai nilai Tertentu yaitu,   
Pajak     
Daerah (X1), Dana Bagi Hasil Migas (DBH Migas) (X2), dan 
Jumlah 
Penduduk (X3).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah suatu bentuk pembiayaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program daerah yang dapat menghasilkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kewenangan pemerintah tersebut dengan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri. Sumber anggaran pendapatan daerah yang diterima oleh daerah itu sendiri maupun diterima dari pemerintah pusat yang akan dipergunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan daerah Kota Langsa. Pendapatan daerah itu bisa berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menurut Undang-Undang Nomor, 32 Tahun 2004 tentang penerimaan pemerintah daerah. Belanja Daerah Kota Langsa yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan setiap tahunnya, khususnya dari tahun 2010 sampai dengan 2019 yang dapat dihat pada Tabel 3
Tabel 3 : Perkembangan Belanja Daerah di Kota Langsa Tahun 2010-2019
	Tahun
	Belanja Daerah (Rp)
	Perkembangan (%)

	005
	182.169.799.781
	21,4

	2006
	283.329.009.492
	55,5

	2007
	292.541.915.033
	3,2

	2008
	322.850.280.947
	10,3

	2009
	343.765.942.233
	6,4

	2010
	352.363.772.836
	2,5

	2011
	439.672.135.354
	24,7

	2012
	466.011.853.327
	1,4

	2013
	560.021.241.915
	20,1

	2014
	756.493.119.913
	35,0

	2015
	984.060.524.478
	30,0

	2016
	863.376.334.142
	-12,3

	2017
	1.025.196.366.757
	18,7

	2018
	685.403.982.427
	-33,1

	2019
	979.657.438.558
	42,9


Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat perkembangan belanja deaerah dikota Langsa, pada tahun 2005 belanja daerah di Kota Lang sa sebesar 21,4% dan meningkat sebesar 55,5% pada tahun 2006, dan meningkat juga pada tahun 2007, 2008 dan 2009 masing-masing sebesar 3,2%, 10,3% dan 6,4% kemudian pada tahun 2010 belanja daerah di Kota langsa sebesar 2,5% meningkat dari tahun sebelumnya, dan tahun 2011 juga mengalami peningkatan sebesar 24,7%. Pada tahun 2013 meningkat sebesar 1,4%. Kemudian tahun 2014 dan 2014 meningkat sebesar 20,1% dan 35% serta ditahun 2015 sebesar 30%. Tetpi pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 menurun menjadi -12,3% dan pada tahun 2017 kembali meningkat sebesar 18,7%. Pada tahun 2018 menurun sebesar -33,1% dan meningkat pada tahun 2019 sebesar 42,9%.

Perkembangan Pajak Daerah

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan masing-masing peraturan daerah dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembayran rumah tangga daerahnya.Sedangkan menurut Undang-undang No. 18 Tahun 1976 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.34 tahun 2000, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yanag digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Perkembangan pajak daerah akan berdampak pada besarnya belanja daerah yang dikeluarkan, pajak daerah di Kota Langsa dari tahun 2010 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4 : Perkembangan Pajak Daerah di Kota Langsa Tahun 2010-2019
	Tahun
	Pajak Daerah (Rp)
	Perkembangan (%)

	2005
	2.152.505.412
	62,4%

	2006
	2.146.550.000
	-0,2%

	2007
	2.929.627.924
	36,4%

	2008
	3.705.000.000
	26,4%

	2009
	4.060.000.000
	9,5%

	2010
	3.032.353.500
	-25,3

	2011
	7.181.807.680
	136,8

	2012
	7.421.807.680
	3,3

	2013
	6.449.914.000
	-13,1

	2014
	6.509.914.000
	0,9

	2015
	8.540.000.000
	31,2

	2016
	9.595.000.000
	12,3

	2017
	10.535.000.000
	9,8

	2018
	12.425.000.000
	17,9

	2019
	12.802.000.000
	3,0


Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2005 jumlah pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 62,4% tetapi menurun pada tahun 2006 sebesar -0,2% dan kembali meningkat pada tahun 2007 hingga 2009 masing- masing sebesar 36,4%, 26,4% dan 9,5%, kemudian pada tahun 2010 pajak daerah mengalami penurunan sebesar -25,3% dari tahun sebelumnya, tetapi mengalami kenaikan ditahun 2011 sebesar 136,8% dan pada tahun 2012 sebesar 3,,3%, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar -13,1%. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2014 meningkat sebesar 0,9% dan tahun2015 kembali meningkat sebesar 31,2%, serta pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar 12,3% dan 9,8%. Terakhir tahun 2018 dan 2019 pajak daerah meningkat juga sebesar 17,9% dan 3,0%.
Perkembangan Dana Bagi Hasil Migas

Dana Bagi Hasil sebagai salah satu komponen dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Daerah yang memiliki kekayaan alam dan penghasilan pajak akan memiliki penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber-sumber tersebut oleh pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerahnya. Hasil dari pengelolaan sumber daya tersebut dialokasikan kepada daerah-daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) dengan mengunakan prinsip by origin (daerah penghasil) serta melihat realisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tabel 5 : Perkembangan Dana Bagi Hasil Migas di Kota Langsa 
Tahun 2010-2019
	Tahun
	Dana Bagi Hasil Migas (Rp)
	Perkembangan (%)

	2005
	9.794.006.000
	-16,6

	2006
	9.362.432.703
	-4,3

	2007
	24.059.091.206
	156%

	2008
	10.277.669.331
	-57,2%

	2009
	22.198.314.690
	117%

	2010
	9.643.897.000
	-56,5

	2011
	10.721.958.107
	11,1

	2012
	6.447.150.244
	-39,8

	2013
	8.737.630.035
	35,5

	2014
	7.971.204.619
	-8,7

	2015
	7.055.394.000
	-11,4

	2016
	1.654.394.000
	-76,5

	2017
	681.657.000
	-58,7

	2018
	2.447.812.000
	259,0

	2019
	3.301.051.000
	34,8


Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Langsa

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2005 mengalami penurunan anggaran dana bagi hasil migas sebesar 16,6%, menurun juga pada tahun 2006 sebesar 4,3% tetapi pada tahun 2007 meningkat sebesar 156% dan menurun lagi pada tahun 2008 sebesar 57,2% kemudian tahun 2009 meningkat sebesar 117%. pada tahun 2010 dana bagi hasil migas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar -56%, dan ditahun berikutnya yaitu tahun 2011 meningkat sebesar 11,1%. Kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar -39% tetapi pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 35,5% dan kembali menurun ditahun 2014 sebesar 8,7%. Pada tahun 2015 dan 2016 dana bagi hasil migas dikota Langsa juga mengalamipenurunan masing-masing sebesar 11,4% dan 76,5% serta pada tahun 2917 juga menurun sebesar 56,7%. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 dana bagi hasil migas di kota Langsa mengalami peningkatan yang cukup tingggi yaitu sebesar 256% dan tahun 2019 juga masih meningkat sebesar 34,8%.
Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Langsa Jumlah penduduk yang besar berpengaruh terhadap belanja daerah, dikarenakan penduduk yang besar berpengaruh atas belanja daerah sebagai modal pembangunan sekaligus sebagai beban pembangunan. Jika jumlah penduduk dikatakan sebagai aset apabila dapat meningkatkan dari segi kualitas, keahlian dan keterampilannya sehingga dapat meningkatkan produksi nasional, dan jika jumlah penduduk dikatakan sebagai beban, karena mutu dari jumlah penduduk tersebut rendah serta tidak mempunyai keahlian atau keterampilan, sehingga penduduk tersebut hanya bisa menjadi tanggungan penduduk yang mempunyai keahlian dan terampilan dalam bekerja (Juanda didalam Juanaidi, 2012).

Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ketahun akan berdampak semakin besarnya anggaran yang diperlukan pula, yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan sarana dan prasarana yang dapat dijadikan sebagai aset bagi daerah tersebut agar lebih baik setiap tahunnya (Hadi, 2011). Maka pertumbuhan penduduk disuatu daerah harus dapat dikendalikan, karena peningkatan penduduk suatu daerah akan meningkatkan belanja daerah. Penduduk Kota Langsa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang mempunyai hubungan dengan besarnya belanja daerah Kota Langsa peningkatan Jumlah Penduduk Kota Langsa dari Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 6
Tabel 6 : Perkembangan Jumlah Penduduk di Kota Langsa Tahun 2010-2019
	Tahun
	Jumlah Penduduk (Jiwa)
	Perkembangan (%)

	2005
	137.586
	0,8

	2006
	138.903
	0,9

	2007
	140.005
	0,7

	2008
	140.267
	0,1

	2009
	145.351
	3,6

	2010
	148.945
	2,4

	2011
	153.097
	2,7

	2012
	156.505
	2,2

	2013
	159.761
	2,0

	2014
	162.814
	1,9

	2015
	165.890
	1,8

	2016
	168.820
	1,7

	2017
	171.574
	1,6

	2018
	172.768
	0,6

	2019
	173.438
	0,3


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa

Berdasarkan tabel 6,  pada tahun 2005 jumlah penduduk di Kota Langsa meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,8% dan meningkat juga pada tahun berikutnya sebesar 0,9%, kemudian pada tahun 2007 hingga tahun 2009 terus meningkat masing-masing sebesar 0,7%, 0,1% dan 3,6% serta pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kota Langsa mengalami peningkatan sebesar 2,4% dari tahun sebelumnya, pada tahun 2011 meningkat menjadi 2,7%. Jumlah penduduk Kota Langsa mengalami peningkatan pula pada tahun 2012 sebesar 2,2%, pada tahun 2013 kembali mengalami peningkatan sebesar 2,0% dari tahun sebelumya. Peningkatan jumlah penduduk terjadi pula pada tahun 2014 sebesar 1,9%, kemudian pada tahun 2015 jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 1,8% dari tahun sebelumya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk meningkat 1,7%, tahun 2017 jumlah penduduk meningkat pula sebesar 1,6%, kemudian ditahun 2018 dan 2019 juga mengalami peningkatan juga sebesar 06% dan 03%.
Hasil Analisis Data

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipergunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat model regresi yang digunakan dapat dikatakan sebagai model yang baik atau tidak. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan sebagai berikut :

Uji Normalitas

Gambar 2 : Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data sekunder, diolah (2020)

Berdasarkan Gambar 2 maka dapat dijelaskan bahwa pola data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafiknya menujukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas yang bertujuan untuk mengetahui model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Multikolinieritas menyebabkan regresi tidak efisien atau penyimpangan yang besar. 
Tabel 7 : Hasil Uji Multikolinieritas
	Collinearity Statistics

	Tolerance
	VIF

	,988
	1,349

	,400
	2,500

	,971
	4,158


Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber: Data sekunder, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai tolerance dari variabel Pajak daerah, Dana Bagi Hasil Migas dan jumlah Penduduk lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 dari variabel Pajak Daerah (X1), Dana Bagi hasil Migas (X2) dan Jumlah Penduduk (X3) tidak terjadi multikolonearitas karena nilai VIFnya kurang dari 10, maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas dari ketiga variabel bebas tersebut.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dipergunakan untuk pengujian apakah suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya yang berasal dari residual yang terjadi ketidaksamaan variasi pada model regresi. 
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Gambar 3 : Hasil Uji Heterokedatisitas

Sumber: Data sekunder, diolah (20120)

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat titik menyebar tidak membentuk suatu pola/alur tertentu dan titik-titik tersebut menyebar diantara titik nol, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi heterokedatisitas dalam model ini terpenuhi, yaitu terbebas dari heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS (Statistical Package for the Social Science). Adapun hasil ragresi linear beranda yang dilakukan dalam penelitian ini yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini : 
Tabel 8 : Hasil Regresi Linear Berganda

	Model
	Unstandardized

Coefficients
	Standardized

Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
(Constant)
	-48,192
	21,514
	
	-2,240
	,047

	Pajak daerah
	,001
	,270
	,002
	,005
	,996

	Dana Bagi Hasil Migas
	,024
	,082
	,042
	,297
	,772

	Jumlah Penduduk
	6,237
	2,160
	,984
	2,888
	,015


a. Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber: Data sekunder, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 8 nilai Unstandardized Coefficients(B) nilai dari persamaan linear berganda adalah sebagai berikut:
Y = -48,192 +0,001X1 +0,024X2 + 6,237X3

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa:

1. Nilai konstanta yang memiliki nilai negatif sebesar -48,192, jika nilai variabel independen (Pajak Daerah, Dana Bagi hasil Migas dan Jumlah Penduduk) di anggap 0 maka Belanja Daerah memiliki nilai -48,192.

2. Koefisien regresi Pajak Daerah bernilai positif sebesar 0,001, ini menyatakan bahwa variabel pajak daerah meningkat 1 % maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,001.

3. Koefisien regresi Dana Bagi Hasil Migas bernilai negatif sebesar 0,024, ini menyatakan bahwa variabel Dana Dana Bagi Hasil Migas meningkat 1 % maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 0,024.

4. Koefisien regresi Jumlah Penduduk bernilai positif sebesar 6,237, ini menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk meningkat 1 % maka akan meningkatkan Belanja Daerah sebesar 6,237

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 4.6 bahwa yang menjelaskan hasil uji t adalah sebagai berikut:
a. Variabel pajak daerah memiliki memiliki nilai t hitung sebesar 0,005 dengan sig.t sebesar 0,996. Karena nilai Sig.t > (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa Pajak Daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah di Kota Langsa sehingga hipotesis 1 ditolak.

b. Variabel Dana Bagi Hasil Migas memiliki memiliki nilai t hitung sebesar 0,297 dengan sig.t sebesar 0,772. Karena nilai Sig.t > (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Migas tidakmempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah di Kota Langsa sehingga hipotesis 2 ditolak.

c. Variabel Jumlah Penduduk memiliki nilai t hitung sebesar 2,888 dengan sig.t sebesar 0,015. Karena nilai Sig.t < (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa Jumlah Pendudukmempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Kota Langsa sehingga hipotesis 3 diterima atau terbukti kebenarannya.
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 9 : ANOVAa
	Model
	Sum of Squares
	Df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	3,742
	3
	1,247
	36,951
	,000b

	
	Residual
	,371
	11
	,034
	
	

	
	Total
	4,114
	14
	
	
	


a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Dana Bagi Hasil Migas, Pajak daerah

Sumber: Data sekunder, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 9 diatas bahwa analisis uji simultan dalam penelitian ini memiliki niai F hitung 36,951 dengan nilai signifikan 0,000. Karena nilai signifikan < (0,05) sehingga penelitian ini dapat dinyatakan berdasarkan variabel independen yang meliputi Pajak daerah (X1), Dana Bagi Hasil Migas (X2), dan Jumlah Penduduk (X3) yang mempunyai pengaruh simultan terhadap Belanja Daerah di Kota Langsa. Sehingga hipotesis ke 4 diterima atau terbukti kebenarannya.
Uji Koefisien Determinansi (R2)

Uji koefisien determinana (R2) yang bertujuan untuk menguji sejauh mana tingkat keterkaitan variabel Pajak Daerah (X1), Dana Bagi Hasil Migas (X2), dan Jumlah Penduduk(X3) terhadap Belanja Daerah (Y) di Kota Langsa yang dapat dilihat dari nilai koefisien determinan (adjusted R-square) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 10 : Uji Koefisien Determinansi (R2)

Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	,954a
	,910
	,885
	,18373


a. Predictors: (Constant), Jumlah Penduduk, Dana Bagi Hasil Migas, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber: Data sekunder, diolah (2020)

Berdasarkan tabel 10 diatas bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,885 atau (88,5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Migas dan Jumlah Penduduk mempunyai hubungan yang erat dengan variabel Belanja Daerah. Sedangkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,885 hal ini menunjukkan besarnya pengaruh variabel Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Migas dan Jumlah Penduduk yang mampu dijelaskan oleh penelitian ini sebesar 88,5% sedangkan sisanya 11,5 % yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Secara Parsial terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan maka diketahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial melalui uji t menunjukkan bahwa variabel pajak daerah yang mempunyai nilai t.hitung sebesar 0.005dengan nilai Sig.t sebesar 0,996. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pajak daerah tidakberpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah, karena pajak daerah memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa Kota Langsa belum memperhatikan hubungan peningkatan pajak daerah dalam meningkatnya belanja daerah, sehingga ini menunjukkan besar kecilnya pajak daerah Kota Langsa tidak mempengaruhi belanja daerah.

Berdasarkan data keuangan tahunan kota langsa pada tahun 2010-2019 dapat dilihat besaran jumlah pajak daerah yang meningkat tetapi tidak dibarengi dengan meningkatnya jumlah belanja daerah pada tahun yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan pemerintah kota langsa lebih bergantung pada dana transferan pemerintah pusat dari pada mengoptimalkan pajak daerah, kemudian anggaran pajak daerah di Kota Langsa juga terbilang rendah sehingga pajak daerah tidak bisa menjadi sumber utama pembiayaan belanja daerah. Pajak daerah sendiri merupakan bagian dari penghasilan asli daerah yang harus dioptimalkan penggunaannya agar dapat meningkatkan belanja daerah setiap tahun. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan Sarwono (2014), karena hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah dan menolak penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011), yang menunjukan hasil positif dan signifikan antara pajak daerah dengan belabja daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam (DBH Migas) Secara Parsial terhadap Belanja Daerah

Hasil uji parsial melalui uji t menunjukkan bahwa variabel dana bagi hasil migas yang mempunyai nilai t.hitung sebesar 0,297dengan nilai Sig.t sebesar 0,772. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel dana bagi hasil migas tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daerah, karena dana bagi hasil migas memiliki nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti kota Langsa belum memperhatikan hubungan dana bagi hasil migas yang dapat menambah belanja daerah, sehingga anggaran yang diperoleh dari meneglola sumber daya alam tidak terlalu mempengaruhi belanja daerah dikota Langsa.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan dapat dilihat bahwa penghasilan dari dana bagi hasil migas tidak meningkat setiap tahunnya, berarti pemerintah kota Langsa tidak memperhatikan peningkatan anggaran DBH Migas sebagai penambah belanja daerah. Pemerintah kota Langsa juga sangat bergatung pada dana transferan dari pemerintah pusat, sehingga dana bagi hasil migas tidak terealisasi dengan baik. Dana bagi hasil migas sendiri merupakan dana transferan dari pemerintah pusat juga dengan syarat daerah yang bersangkutan mengelola sumber daya alam yang terdapat di daerah tersebut sehingga hasilnya akan dibagi dengan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Hasil penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan Hermawan (2011), karena hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana bagi hasil migas tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja daerah tetapi secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah dan menolak penelitian yang dilakukan oleh Andri (2008), yang menunjukan bahwa dana bagi hasil kekayaan bumiberpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah.

Pengaruh Jumlah Penduduk Secara Parsial terhadap Belanja Daerah

Hasil uji parsial melalui uji t menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk yang mempunyai nilai t.hitung sebesar 2.888dengan nilai Sig.t sebesar 0,015. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah, karena jumlah penduduk memiliki nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Hal ini bearti Kota Langsa masih memperhatikan hubungan peningkatan jumlah penduduk dalam meningkatnya belanja daerah, sehingga ini menunjukkan besar kecilnya jumlah penduduk Kota Langsa mempengaruhi belanja daerah. Dapat disimpulkan jumlah penduduk yang meningkat setiap tahunnya sehingga menambah jumlah pendapatan daerah pula berupa pajak dan juga kontribusi penduduk untuk daerah yang akibatnya akan meningkatkan belanja daerah.   Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Dwi Kurnia Budiarti (2015), karena hasil penelitiannya menunjukkan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Hasil penelitian yang dilakukan Andri (2014), dan juga penelitian yang dilakukan Dwi yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap meningkatnya belanja tidak langsung namun mengurangi belanja langsung.

Pengaruh Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam (DBH Migas) dan Jumlah Penduduk Secara Simultan terhadap Belanja Daerah

Hasil uji simultan melalui uji F menunjukkan seberapa besar variabel dependen (terikat) dipengaruhi oleh variabel independen (bebas). Berdasarkan hasil F hitung diperoleh nilai sebesar 36,951 dengan nilai signifikan 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam (DBH Migas) dan Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarwono E (2014) yang menyatakan bahwa Pajak daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya Yang Sah, dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Seindonesia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dwi Handayani (2012) yang menyatakan bahwa Pajak daerah dan Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Eryza (2017), yang menyatakan bahwa Pajak daerah, Retribusi daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Daerah.

Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh Pajak Daerah, Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam (DBH Migas) dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Kota Langsa, dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah dan dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam (DBH Migas) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah di kota Langsa, dan jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap belanja daearh di kota Langsa. Sedangkan secara simultan, pajak daerah, dana bagi hasil minyak bumi dan gas alam (DBH Migaa) dan jumlah penduduk berpengaruh secara simultan terhadap belanja daerah di kota Langsa.

Batas pada penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pajak daerah, dana bagi hasil migas dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah dikota Langsa. Jika peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan topik yang sama, maka sebaiknya lebih mengembangkan dan memperluas kajian dengan menambah variabel yang lain seperti pendapatan asli daerah (PAD), atau dana dari transferan pemerintah lainnya yaitu dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK). Pada penelitian ini juga terdapat batas tahun anggaran yang digunakan yaitu 15 tahun,untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar menambah jumlah tahun anggaran menjadi 20 tahun atau lebih.
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